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ABSTRAKSI 
 

Pada umumnya perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang berbeda 

menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina rumah tangga dan juga mempererat 

persaudaraan antar keluarga adapun pengertian perkawinan campuran yaitu menurut Pasal 57 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk 

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat perkawinan campuran 

dapat berdampak terhadap status anak serta harta perkawinan karena di setiap negara mempunyai 

kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing-masing.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku setelah 

dilakukannya perkawinan campuran, mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

campuran serta kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya 

berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif.  

Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuannya menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 

16 AB (Algemeene Bepalingen) untuk status personal warganya dan berlaku juga bagi WNA 

yang berada di Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk syarat materil dan formil. 2) Status anak 

menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak yang lahir dari 

perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, 

setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka harus menentukan pilihannya dan harus 

disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 3) 

Kedudukan harta dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hukum yang dalam pembagian harta 

bersama akibat dari perkawinan campuran yaitu kedua suami istri diberi kebebasan untuk 

menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui 

perjanjian perkawinan namun jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka akan 

berlaku hukum intern dari negara tempat mereka menetapkan kediaman sehari-hari yang pertama  

setelah perkawinan.  
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